PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 609/PMK.03/2004 TGL 28 Dec 2004

PERATURAN MENTERT KEUANGAN
NOMOR 609/PMK.03/2004 TANGGAL 28 DESEMBER 2004
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

d.

Mengingat :
1.

Menetapkan :

bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan fsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang
menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang
sangat besar serta penanganan yang sangat cepat;

bahwa dalam rangka menangani bencana nasional tersebut, diperiukan partisipasi/kepedulian
seluruh masyarakat khususnya para pengusaha dan Wajib Pajak lainnya sebagai wujud
kebersamaan dan persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para
korban bencana alam dimaksud;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah
sehingga sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan
dimaksud dapat dibiayakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuad
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara; Q

ISIP Ul, 2

Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara vm%m_.mxmﬁ,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir dengal
Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Noom,
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

=
Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara xm_ucc_.mm
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32633
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2008
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara:
Republik Indonesia Nomor 3985); g
Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajat
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesid
Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

Keputusan _”.,qmmam: Nomor 187/M Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Kepastian Hukum pi

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal: 1 Dari 2



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 609/PMK.03/2004 TGL. 28 Dec 2004

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN
KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTAR

Pasal 1

Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka -bantuan kemanusiaan bencana alam di
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terjadi pada bulan Desember 2004 dapat

dibiayakan.

Pasal 2 .

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di  : Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JUSUF ANWAR

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 2 Dari 2



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 14/PMK.03/2005 TANGGAL 21 FEBRUARI 2005
TENTANG

PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG,
PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA
ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

Mengingat : S
1.

Menetapkan

bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam
dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana- nasional yang sangat
membutuhkan sumbangan dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada para korban bencana
fersebut;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut. pada huruf a, perlu diberikan kepastian mengenai
persyaratan sumbangan serta tata cara pendaftaran dan pelaporan oleh penampung, penyalur
dan/atau pengelola sumbangan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan
Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

I, 2008

Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakafi-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran mem_.%
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengang;
Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); &

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 200G
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran zmumﬁ%v
Republik Indonesia Nomor 3985); —

Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena _um__.mxn"
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaS
Tahun 2000 Nomor 253, ._.maum_._m._._ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak nm:m_...mm:m: ata
Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

®©
T
()]

MEMUTUSKAN:

Kepastian Huk@m perlak

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA MHal: 1 Dari 3



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN
DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN

SUMATERA UTARA.

Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dapat
dibiayakan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang bersangkutan.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud umam ayat (1) meliputi uang dan/atau barang.

(3) Dalam hal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk barang,
biaya yang dapat dibebankan adalah sebesar nilai buku fiskal barang tersebut.

(4) Pembebanan biaya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai
"Sumbangan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara".

Pasal 2

{1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus ditampung, disalurkan,
dan/atau dikelola oleh instansi pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden, Kantor Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan
Departemen  Keuangan, serta pihak-pihak  lain  yang dapat dipertanggungjawabkan
keberadaannya, termasuk Palang Merah Indonesia, media massa cetak dan elektronik, dan
organisasi sosial dan/atau keagamaan.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti-bukti yang sah dan
dapat diuji kebenarannya.

I, 2008

Pasal 3

-]
(1) Instansi pemerintah atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) :m.\cw
mendaftarkan diri sebagal penampung, penyalur, dan/atau pengelola sumbangan kepada KantaL

Pusat Direktorat Jenderal Pajak. o
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalud
faksimili, e-mail, atau pos dengan paling sedikit memuat: =2
a. Nama, alamat dan nomor telepon penampung, penyalur, dan/atau pengelola; Wa
b. Nomor rekening bank yang aac:m‘xm: untuk menampung sumbangan; dan m
C. Nama, alamat, dan nomor telepon penanggung jawab dari penampung, penyalur}

“dan/atau pengelola.

€)) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 31 Maret 2005.5
) =}

(4) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, tanda bukti pengiriman pos dianggap sebagaf
tanda terima pendaftaran. w.

€

=}

Pasal 4 M
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) adalah: =
a. Wajib Pajak badan yang penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat m:m.&
dan 2

%

Hal: 2 Dari 5
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2003

b.

(1)

(2)

(3
(4
()

Waijib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, tidak termasuk Waijib
Pajak orang pribadi yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau

menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Pasal 5
Penampung, penyalur, dan/atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib

menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dan/atau penyalurannya kepada Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap triwulan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Periode laporan triwulan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2005 adalah
periode waktu yang dimulai sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret
2005.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua
puluh) bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan. -

Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur,
laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan
pemeriksaan terhadap pihak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) ditanggung oleh pemerintah. ,

Pasal 7

; (e
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal-ditetapkan dan mempunyai daya laku surufS
AN

terhitung sejak tanggal 28 Desember 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini am:mm%
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 0
o

Ditetapkan di  : Jakarta 5
pada tanggal 21 Pebruari 2005 m
=

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, m
ttd 3

JUSUF ANWAR ]

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXE

S 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal: 3 Dari 5



PERATURAN MENTER]I KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

USIAAN BENCANA ALAM DI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERL KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14/KMK.03/2005 TENTANG
PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAM
PUNG, PENYALUR DAN/ATAU PENGELOLA SUM-
BANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANU-
NANGGROE

DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENAMPUNGAN, PENYALURAN DAN/ATAU PENGELOLAAN SUMBANGAN
DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

Nama ‘_Lu&m:ms,__uc:m\vm:,\m_c_\:um:@m_o_m

>_m3mn Penampung/Penyalur/Pengelola
Kota/Kode Pos

Nomor Telepon dan Fax :
Nama Penanggung Jawab

Alamat Penanggung jawab

Kota/Kodea Pos

Notnor Telepon dan Fax

Nomor Rekening Bank

(e
o
o
AN
L. Penampungan Sumbangan 3
o
A. Uang B
e T
©
No. Nama dan NPWP Pemberi Sumbangan Jumlah S
®©
(Rp.) g
©
=
4]
Saldo awal =
o]
- @
0
c
- S
Jumlah ©
@
o
B. Barang m
E
No. Nama dan NPWP Pemberi Sumbangan Jenis Barang Unit m
2
o
O
%
Hal: 4 Dari 5
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

1L Penyaluran dan/atau Pengelolaan Sumbangan
A, Uang
No. Penerima Sumbangan Jumlah
(Rp.)
Jumlah
B. Barang
No. Penerima Sumbangan Jenis Barang Unit

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 5 Dari 5



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 93/PMK.03/2006 TGL 13 Oct 2006

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 93/PMK.03/2006 TANGGAL 13 OKTOBER 2006
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA

BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a.

Mengingat :

1.

bahwa bencana alam berupa gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di
pesisir pantai selatan pulau Jawa tanggal 17 Juli 2006, merupakan bencana yang menimbulkan
korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memeriukan dana yang sanhgat besar

serta penanganan yang sangat cepat;
bahwa dalam rangka menangani bencana tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian seluruh

masyarakat Khususnya para pengusaha dan Waijib Pajak lainnya sebagai wujud kebersamaan dan
persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para korban bencana alam

dimaksud;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah
sehingga sumbangan yang diberikan oleh Waijib Pajak dalam rangka bantuan _Am_,:m::m_mm_m

dimaksud dapat dibiayakan; )
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b,-dan ¢ perle

P

‘menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuagy

Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagial
Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa; 5

Magdalena

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakaf®
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negar®
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengab
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); c

©
Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara xmuc_u_%
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran memmm

>

Republik Indonesia Nomor 3985); E

peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajek

dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Hsao:mmﬁm

Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055); 2
X

TAXES 2.0 REGISTERED TO _Z>Ocyrmz> TPT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA
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PERATURAN MENTER] KEUANGAN NO 93/PMK.03/2006 TGL 13 Oct 2006

4, Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERT KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN
KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN

PULAU JAWA.

Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Waijib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam
gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang
terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau

jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan.

(2) Rincian wilayah-wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai
selatan pulau Jawa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan

Menteri Keuangan ini.
Pasal 2
Ketentuan yang diperiukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

I, 2008

peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

_ -}
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. %
©

: @
Ditetapkandi Jakarta ©
pada fanggal  : 13 Oktober 2006 AMn%
=

[

MENTERI KEUANGAN 2
ttd B

SRI MULYANI INDRAWATI

| Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 2 Dari



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 93/PMK.03/2006 TGL 13 Oct 2006

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
93/PMK.03/2006  TENTANG PERLAKUAN  PAJAK
PENGHASILAN ~ ATAS  BANTUAN KEMANUSIAAN
BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI
JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI
PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN WILAYAH-WILAYAH YANG TERKENA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Yogyakarta 1. Umbulharjo

2. Kotagede

3. Gondokusurman
4. Danurejan

5. Jetis

6. Tegalrejo

7. Wirobrajan

8. Gedongtengen
9. Pakualaman
10. Mergangsan
11. Mantrijeron

12. Gondomanan

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

13. Ngampilan
14, Kraton

Kepastian Hukum perlakdan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 609/PMK.03/2004 TGL 28 Dec 2004

PERATURAN MENTERT KEUANGAN
NOMOR 609/PMK.03/2004 TANGGAL 28 DESEMBER 2004
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

d.

Mengingat :
1.

Menetapkan :

bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan fsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang
menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang
sangat besar serta penanganan yang sangat cepat;

bahwa dalam rangka menangani bencana nasional tersebut, diperiukan partisipasi/kepedulian
seluruh masyarakat khususnya para pengusaha dan Wajib Pajak lainnya sebagai wujud
kebersamaan dan persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para
korban bencana alam dimaksud;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah
sehingga sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan
dimaksud dapat dibiayakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuad
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara; Q

ISIP Ul, 2

Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara vm%m_.mxmﬁ,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir dengal
Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Noom,
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

=
Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara xm_ucc_.mm
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32633
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2008
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara:
Republik Indonesia Nomor 3985); g
Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajat
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesid
Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

Keputusan _”.,qmmam: Nomor 187/M Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Kepastian Hukum pi

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal: 1 Dari 2



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 609/PMK.03/2004 TGL. 28 Dec 2004

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN
KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTAR

Pasal 1

Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka -bantuan kemanusiaan bencana alam di
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terjadi pada bulan Desember 2004 dapat

dibiayakan.

Pasal 2 .

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di  : Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JUSUF ANWAR

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 2 Dari 2



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 14/PMK.03/2005 TANGGAL 21 FEBRUARI 2005
TENTANG

PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG,
PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA
ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

Mengingat : S
1.

Menetapkan

bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam
dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana- nasional yang sangat
membutuhkan sumbangan dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada para korban bencana
fersebut;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut. pada huruf a, perlu diberikan kepastian mengenai
persyaratan sumbangan serta tata cara pendaftaran dan pelaporan oleh penampung, penyalur
dan/atau pengelola sumbangan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan
Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

I, 2008

Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakafi-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran mem_.%
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengang;
Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); &

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 200G
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran zmumﬁ%v
Republik Indonesia Nomor 3985); —

Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena _um__.mxn"
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaS
Tahun 2000 Nomor 253, ._.maum_._m._._ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak nm:m_...mm:m: ata
Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

®©
T
()]

MEMUTUSKAN:

Kepastian Huk@m perlak

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA MHal: 1 Dari 3



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN
DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN

SUMATERA UTARA.

Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dapat
dibiayakan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang bersangkutan.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud umam ayat (1) meliputi uang dan/atau barang.

(3) Dalam hal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk barang,
biaya yang dapat dibebankan adalah sebesar nilai buku fiskal barang tersebut.

(4) Pembebanan biaya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai
"Sumbangan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara".

Pasal 2

{1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus ditampung, disalurkan,
dan/atau dikelola oleh instansi pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden, Kantor Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan
Departemen  Keuangan, serta pihak-pihak  lain  yang dapat dipertanggungjawabkan
keberadaannya, termasuk Palang Merah Indonesia, media massa cetak dan elektronik, dan
organisasi sosial dan/atau keagamaan.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti-bukti yang sah dan
dapat diuji kebenarannya.

I, 2008

Pasal 3

-]
(1) Instansi pemerintah atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) :m.\cw
mendaftarkan diri sebagal penampung, penyalur, dan/atau pengelola sumbangan kepada KantaL

Pusat Direktorat Jenderal Pajak. o
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalud
faksimili, e-mail, atau pos dengan paling sedikit memuat: =2
a. Nama, alamat dan nomor telepon penampung, penyalur, dan/atau pengelola; Wa
b. Nomor rekening bank yang aac:m‘xm: untuk menampung sumbangan; dan m
C. Nama, alamat, dan nomor telepon penanggung jawab dari penampung, penyalur}

“dan/atau pengelola.

€)) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 31 Maret 2005.5
) =}

(4) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, tanda bukti pengiriman pos dianggap sebagaf
tanda terima pendaftaran. w.

€

=}

Pasal 4 M
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) adalah: =
a. Wajib Pajak badan yang penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat m:m.&
dan 2

%

Hal: 2 Dari 5

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2003

b.

(1)

(2)

(3
(4
()

Waijib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, tidak termasuk Waijib
Pajak orang pribadi yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau

menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Pasal 5
Penampung, penyalur, dan/atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib

menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dan/atau penyalurannya kepada Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap triwulan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Periode laporan triwulan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2005 adalah
periode waktu yang dimulai sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret
2005.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua
puluh) bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan. -

Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur,
laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan
pemeriksaan terhadap pihak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) ditanggung oleh pemerintah. ,

Pasal 7

; (e
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal-ditetapkan dan mempunyai daya laku surufS
AN

terhitung sejak tanggal 28 Desember 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini am:mm%
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 0
o

Ditetapkan di  : Jakarta 5
pada tanggal 21 Pebruari 2005 m
=

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, m
ttd 3

JUSUF ANWAR ]

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXE

S 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal: 3 Dari 5



PERATURAN MENTER]I KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

USIAAN BENCANA ALAM DI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERL KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14/KMK.03/2005 TENTANG
PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAM
PUNG, PENYALUR DAN/ATAU PENGELOLA SUM-
BANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANU-
NANGGROE

DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENAMPUNGAN, PENYALURAN DAN/ATAU PENGELOLAAN SUMBANGAN
DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

Nama ‘_Lu&m:ms,__uc:m\vm:,\m_c_\:um:@m_o_m

>_m3mn Penampung/Penyalur/Pengelola
Kota/Kode Pos

Nomor Telepon dan Fax :
Nama Penanggung Jawab

Alamat Penanggung jawab

Kota/Kodea Pos

Notnor Telepon dan Fax

Nomor Rekening Bank

(e
o
o
AN
L. Penampungan Sumbangan 3
o
A. Uang B
e T
©
No. Nama dan NPWP Pemberi Sumbangan Jumlah S
®©
(Rp.) g
©
=
4]
Saldo awal =
o]
- @
0
c
- S
Jumlah ©
@
o
B. Barang m
E
No. Nama dan NPWP Pemberi Sumbangan Jenis Barang Unit m
2
o
O
%
Hal: 4 Dari 5
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

1L Penyaluran dan/atau Pengelolaan Sumbangan
A, Uang
No. Penerima Sumbangan Jumlah
(Rp.)
Jumlah
B. Barang
No. Penerima Sumbangan Jenis Barang Unit

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 5 Dari 5



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 93/PMK.03/2006 TGL 13 Oct 2006

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 93/PMK.03/2006 TANGGAL 13 OKTOBER 2006
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA

BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a.

Mengingat :

1.

bahwa bencana alam berupa gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di
pesisir pantai selatan pulau Jawa tanggal 17 Juli 2006, merupakan bencana yang menimbulkan
korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memeriukan dana yang sanhgat besar

serta penanganan yang sangat cepat;
bahwa dalam rangka menangani bencana tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian seluruh

masyarakat Khususnya para pengusaha dan Waijib Pajak lainnya sebagai wujud kebersamaan dan
persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para korban bencana alam

dimaksud;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah
sehingga sumbangan yang diberikan oleh Waijib Pajak dalam rangka bantuan _Am_,:m::m_mm_m

dimaksud dapat dibiayakan; )
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b,-dan ¢ perle

P

‘menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuagy

Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagial
Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa; 5

Magdalena

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakaf®
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negar®
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengab
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); c

©
Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara xmuc_u_%
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran memmm

>

Republik Indonesia Nomor 3985); E

peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajek

dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Hsao:mmﬁm

Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055); 2
X

TAXES 2.0 REGISTERED TO _Z>Ocyrmz> TPT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal 1 1 Dari 8



PERATURAN MENTER] KEUANGAN NO 93/PMK.03/2006 TGL 13 Oct 2006

4, Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERT KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN
KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN

PULAU JAWA.

Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Waijib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam
gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang
terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau

jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan.

(2) Rincian wilayah-wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai
selatan pulau Jawa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan

Menteri Keuangan ini.
Pasal 2
Ketentuan yang diperiukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

I, 2008

peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

_ -}
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. %
©

: @
Ditetapkandi Jakarta ©
pada fanggal  : 13 Oktober 2006 AMn%
=

[

MENTERI KEUANGAN 2
ttd B

SRI MULYANI INDRAWATI

| Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 2 Dari



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 93/PMK.03/2006 TGL 13 Oct 2006

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
93/PMK.03/2006  TENTANG PERLAKUAN  PAJAK
PENGHASILAN ~ ATAS  BANTUAN KEMANUSIAAN
BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI
JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI
PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN WILAYAH-WILAYAH YANG TERKENA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Yogyakarta 1. Umbulharjo

2. Kotagede

3. Gondokusurman
4. Danurejan

5. Jetis

6. Tegalrejo

7. Wirobrajan

8. Gedongtengen
9. Pakualaman
10. Mergangsan
11. Mantrijeron

12. Gondomanan

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

13. Ngampilan
14, Kraton

Kepastian Hukum perlakdan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal: 3 Dari 8




PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 609/PMK.03/2004 TGL 28 Dec 2004

PERATURAN MENTERT KEUANGAN
NOMOR 609/PMK.03/2004 TANGGAL 28 DESEMBER 2004
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

d.

Mengingat :
1.

Menetapkan :

bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan fsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang
menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang
sangat besar serta penanganan yang sangat cepat;

bahwa dalam rangka menangani bencana nasional tersebut, diperiukan partisipasi/kepedulian
seluruh masyarakat khususnya para pengusaha dan Wajib Pajak lainnya sebagai wujud
kebersamaan dan persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para
korban bencana alam dimaksud;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah
sehingga sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan
dimaksud dapat dibiayakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuad
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara; Q

ISIP Ul, 2

Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara vm%m_.mxmﬁ,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir dengal
Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Noom,
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

=
Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara xm_ucc_.mm
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32633
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2008
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara:
Republik Indonesia Nomor 3985); g
Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajat
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesid
Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

Keputusan _”.,qmmam: Nomor 187/M Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Kepastian Hukum pi

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal: 1 Dari 2



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 609/PMK.03/2004 TGL. 28 Dec 2004

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN
KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTAR

Pasal 1

Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka -bantuan kemanusiaan bencana alam di
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terjadi pada bulan Desember 2004 dapat

dibiayakan.

Pasal 2 .

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di  : Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JUSUF ANWAR

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 2 Dari 2



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 14/PMK.03/2005 TANGGAL 21 FEBRUARI 2005
TENTANG

PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG,
PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA
ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

Mengingat : S
1.

Menetapkan

bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam
dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana- nasional yang sangat
membutuhkan sumbangan dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada para korban bencana
fersebut;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut. pada huruf a, perlu diberikan kepastian mengenai
persyaratan sumbangan serta tata cara pendaftaran dan pelaporan oleh penampung, penyalur
dan/atau pengelola sumbangan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan
Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

I, 2008

Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakafi-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran mem_.%
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengang;
Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); &

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 200G
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran zmumﬁ%v
Republik Indonesia Nomor 3985); —

Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena _um__.mxn"
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaS
Tahun 2000 Nomor 253, ._.maum_._m._._ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak nm:m_...mm:m: ata
Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

®©
T
()]

MEMUTUSKAN:

Kepastian Huk@m perlak

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA MHal: 1 Dari 3



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN
DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN

SUMATERA UTARA.

Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dapat
dibiayakan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang bersangkutan.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud umam ayat (1) meliputi uang dan/atau barang.

(3) Dalam hal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk barang,
biaya yang dapat dibebankan adalah sebesar nilai buku fiskal barang tersebut.

(4) Pembebanan biaya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai
"Sumbangan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara".

Pasal 2

{1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus ditampung, disalurkan,
dan/atau dikelola oleh instansi pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden, Kantor Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan
Departemen  Keuangan, serta pihak-pihak  lain  yang dapat dipertanggungjawabkan
keberadaannya, termasuk Palang Merah Indonesia, media massa cetak dan elektronik, dan
organisasi sosial dan/atau keagamaan.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti-bukti yang sah dan
dapat diuji kebenarannya.

I, 2008

Pasal 3

-]
(1) Instansi pemerintah atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) :m.\cw
mendaftarkan diri sebagal penampung, penyalur, dan/atau pengelola sumbangan kepada KantaL

Pusat Direktorat Jenderal Pajak. o
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalud
faksimili, e-mail, atau pos dengan paling sedikit memuat: =2
a. Nama, alamat dan nomor telepon penampung, penyalur, dan/atau pengelola; Wa
b. Nomor rekening bank yang aac:m‘xm: untuk menampung sumbangan; dan m
C. Nama, alamat, dan nomor telepon penanggung jawab dari penampung, penyalur}

“dan/atau pengelola.

€)) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 31 Maret 2005.5
) =}

(4) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, tanda bukti pengiriman pos dianggap sebagaf
tanda terima pendaftaran. w.

€

=}

Pasal 4 M
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) adalah: =
a. Wajib Pajak badan yang penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat m:m.&
dan 2

%

Hal: 2 Dari 5
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2003

b.

(1)

(2)

(3
(4
()

Waijib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, tidak termasuk Waijib
Pajak orang pribadi yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau

menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Pasal 5
Penampung, penyalur, dan/atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib

menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dan/atau penyalurannya kepada Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap triwulan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Periode laporan triwulan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2005 adalah
periode waktu yang dimulai sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret
2005.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua
puluh) bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan. -

Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur,
laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan
pemeriksaan terhadap pihak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) ditanggung oleh pemerintah. ,

Pasal 7

; (e
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal-ditetapkan dan mempunyai daya laku surufS
AN

terhitung sejak tanggal 28 Desember 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini am:mm%
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 0
o

Ditetapkan di  : Jakarta 5
pada tanggal 21 Pebruari 2005 m
=

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, m
ttd 3

JUSUF ANWAR ]

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXE

S 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal: 3 Dari 5



PERATURAN MENTER]I KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

USIAAN BENCANA ALAM DI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERL KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14/KMK.03/2005 TENTANG
PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAM
PUNG, PENYALUR DAN/ATAU PENGELOLA SUM-
BANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANU-
NANGGROE

DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENAMPUNGAN, PENYALURAN DAN/ATAU PENGELOLAAN SUMBANGAN
DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

Nama ‘_Lu&m:ms,__uc:m\vm:,\m_c_\:um:@m_o_m

>_m3mn Penampung/Penyalur/Pengelola
Kota/Kode Pos

Nomor Telepon dan Fax :
Nama Penanggung Jawab

Alamat Penanggung jawab

Kota/Kodea Pos

Notnor Telepon dan Fax

Nomor Rekening Bank

(e
o
o
AN
L. Penampungan Sumbangan 3
o
A. Uang B
e T
©
No. Nama dan NPWP Pemberi Sumbangan Jumlah S
®©
(Rp.) g
©
=
4]
Saldo awal =
o]
- @
0
c
- S
Jumlah ©
@
o
B. Barang m
E
No. Nama dan NPWP Pemberi Sumbangan Jenis Barang Unit m
2
o
O
%
Hal: 4 Dari 5
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

1L Penyaluran dan/atau Pengelolaan Sumbangan
A, Uang
No. Penerima Sumbangan Jumlah
(Rp.)
Jumlah
B. Barang
No. Penerima Sumbangan Jenis Barang Unit

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 5 Dari 5



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 93/PMK.03/2006 TGL 13 Oct 2006

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 93/PMK.03/2006 TANGGAL 13 OKTOBER 2006
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA

BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a.

Mengingat :

1.

bahwa bencana alam berupa gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di
pesisir pantai selatan pulau Jawa tanggal 17 Juli 2006, merupakan bencana yang menimbulkan
korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memeriukan dana yang sanhgat besar

serta penanganan yang sangat cepat;
bahwa dalam rangka menangani bencana tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian seluruh

masyarakat Khususnya para pengusaha dan Waijib Pajak lainnya sebagai wujud kebersamaan dan
persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para korban bencana alam

dimaksud;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah
sehingga sumbangan yang diberikan oleh Waijib Pajak dalam rangka bantuan _Am_,:m::m_mm_m

dimaksud dapat dibiayakan; )
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b,-dan ¢ perle

P

‘menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuagy

Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagial
Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa; 5

Magdalena

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakaf®
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negar®
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengab
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); c

©
Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara xmuc_u_%
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran memmm

>

Republik Indonesia Nomor 3985); E

peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajek

dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Hsao:mmﬁm

Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055); 2
X

TAXES 2.0 REGISTERED TO _Z>Ocyrmz> TPT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal 1 1 Dari 8



PERATURAN MENTER] KEUANGAN NO 93/PMK.03/2006 TGL 13 Oct 2006

4, Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERT KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN
KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN

PULAU JAWA.

Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Waijib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam
gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang
terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau

jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan.

(2) Rincian wilayah-wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai
selatan pulau Jawa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan

Menteri Keuangan ini.
Pasal 2
Ketentuan yang diperiukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

I, 2008

peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

_ -}
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. %
©

: @
Ditetapkandi Jakarta ©
pada fanggal  : 13 Oktober 2006 AMn%
=

[

MENTERI KEUANGAN 2
ttd B

SRI MULYANI INDRAWATI

| Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 2 Dari



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 93/PMK.03/2006 TGL 13 Oct 2006

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
93/PMK.03/2006  TENTANG PERLAKUAN  PAJAK
PENGHASILAN ~ ATAS  BANTUAN KEMANUSIAAN
BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI
JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI
PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN WILAYAH-WILAYAH YANG TERKENA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Yogyakarta 1. Umbulharjo

2. Kotagede

3. Gondokusurman
4. Danurejan

5. Jetis

6. Tegalrejo

7. Wirobrajan

8. Gedongtengen
9. Pakualaman
10. Mergangsan
11. Mantrijeron

12. Gondomanan

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

13. Ngampilan
14, Kraton

Kepastian Hukum perlakdan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal: 3 Dari 8




PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 609/PMK.03/2004 TGL 28 Dec 2004

PERATURAN MENTERT KEUANGAN
NOMOR 609/PMK.03/2004 TANGGAL 28 DESEMBER 2004
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

d.

Mengingat :
1.

Menetapkan :

bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan fsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang
menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang
sangat besar serta penanganan yang sangat cepat;

bahwa dalam rangka menangani bencana nasional tersebut, diperiukan partisipasi/kepedulian
seluruh masyarakat khususnya para pengusaha dan Wajib Pajak lainnya sebagai wujud
kebersamaan dan persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para
korban bencana alam dimaksud;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah
sehingga sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan
dimaksud dapat dibiayakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuad
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara; Q

ISIP Ul, 2

Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara vm%m_.mxmﬁ,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir dengal
Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Noom,
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

=
Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara xm_ucc_.mm
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32633
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2008
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara:
Republik Indonesia Nomor 3985); g
Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajat
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesid
Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

Keputusan _”.,qmmam: Nomor 187/M Tahun 2004;

MEMUTUSKAN:

Kepastian Hukum pi

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA

Hal: 1 Dari 2



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 609/PMK.03/2004 TGL. 28 Dec 2004

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN
KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTAR

Pasal 1

Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka -bantuan kemanusiaan bencana alam di
Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terjadi pada bulan Desember 2004 dapat

dibiayakan.

Pasal 2 .

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di  : Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2004

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JUSUF ANWAR

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA Hal: 2 Dari 2



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 14/PMK.03/2005 TANGGAL 21 FEBRUARI 2005
TENTANG

PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG,
PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA
ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

Mengingat : S
1.

Menetapkan

bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam
dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana- nasional yang sangat
membutuhkan sumbangan dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada para korban bencana
fersebut;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut. pada huruf a, perlu diberikan kepastian mengenai
persyaratan sumbangan serta tata cara pendaftaran dan pelaporan oleh penampung, penyalur
dan/atau pengelola sumbangan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan
Pelaporan oleh Penampung, Penyalur dan/atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

I, 2008

Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakafi-
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran mem_.%
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengang;
Undang-Undang nomor 16 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); &

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 200G
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran zmumﬁ%v
Republik Indonesia Nomor 3985); —

Peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena _um__.mxn"
dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik IndonesiaS
Tahun 2000 Nomor 253, ._.maum_._m._._ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak nm:m_...mm:m: ata
Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;

®©
T
()]

MEMUTUSKAN:

Kepastian Huk@m perlak

TAXES 2.0 REGISTERED TO IMAGDALENA - PT.THIESS CONTRACTORS INDONESIA MHal: 1 Dari 3



PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 14/PMK.03/2005 TGL 21 Feb 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN
DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN

SUMATERA UTARA.

Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 609/PMK.03/2004 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan
Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, dapat
dibiayakan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang bersangkutan.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud umam ayat (1) meliputi uang dan/atau barang.

(3) Dalam hal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk barang,
biaya yang dapat dibebankan adalah sebesar nilai buku fiskal barang tersebut.

(4) Pembebanan biaya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai
"Sumbangan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara".

Pasal 2

{1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) harus ditampung, disalurkan,
dan/atau dikelola oleh instansi pemerintah antara lain Kantor Wakil Presiden, Kantor Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan
Departemen  Keuangan, serta pihak-pihak  lain  yang dapat dipertanggungjawabkan
keberadaannya, termasuk Palang Merah Indonesia, media massa cetak dan elektronik, dan
organisasi sosial dan/atau keagamaan.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti-bukti yang sah dan
dapat diuji kebenarannya.

I, 2008

Pasal 3

-]
(1) Instansi pemerintah atau pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) :m.\cw
mendaftarkan diri sebagal penampung, penyalur, dan/atau pengelola sumbangan kepada KantaL

Pusat Direktorat Jenderal Pajak. o
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalud
faksimili, e-mail, atau pos dengan paling sedikit memuat: =2
a. Nama, alamat dan nomor telepon penampung, penyalur, dan/atau pengelola; Wa
b. Nomor rekening bank yang aac:m‘xm: untuk menampung sumbangan; dan m
C. Nama, alamat, dan nomor telepon penanggung jawab dari penampung, penyalur}

“dan/atau pengelola.

€)) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 31 Maret 2005.5
) =}

(4) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, tanda bukti pengiriman pos dianggap sebagaf
tanda terima pendaftaran. w.

€

=}

Pasal 4 M
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1) adalah: =
a. Wajib Pajak badan yang penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat m:m.&
dan 2

%

Hal: 2 Dari 5
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b.

(1)

(2)

(3
(4
()

Waijib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, tidak termasuk Waijib
Pajak orang pribadi yang penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau

menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Pasal 5
Penampung, penyalur, dan/atau pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib

menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dan/atau penyalurannya kepada Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap triwulan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan

dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Periode laporan triwulan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2005 adalah
periode waktu yang dimulai sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan tanggal 31 Maret
2005.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua
puluh) bulan setelah akhir triwulan yang bersangkutan. -

Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur,
laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan
pemeriksaan terhadap pihak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pajak Penghasilan atas sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) ditanggung oleh pemerintah. ,

Pasal 7

; (e
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal-ditetapkan dan mempunyai daya laku surufS
AN

terhitung sejak tanggal 28 Desember 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini am:mm%
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 0
o

Ditetapkan di  : Jakarta 5
pada tanggal 21 Pebruari 2005 m
=

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, m
ttd 3

JUSUF ANWAR ]

Kepastian Hukum perlakuan ..

TAXE
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USIAAN BENCANA ALAM DI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERL KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14/KMK.03/2005 TENTANG
PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAM
PUNG, PENYALUR DAN/ATAU PENGELOLA SUM-
BANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANU-
NANGGROE

DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENAMPUNGAN, PENYALURAN DAN/ATAU PENGELOLAAN SUMBANGAN
DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

Nama ‘_Lu&m:ms,__uc:m\vm:,\m_c_\:um:@m_o_m

>_m3mn Penampung/Penyalur/Pengelola
Kota/Kode Pos

Nomor Telepon dan Fax :
Nama Penanggung Jawab

Alamat Penanggung jawab

Kota/Kodea Pos

Notnor Telepon dan Fax

Nomor Rekening Bank

(e
o
o
AN
L. Penampungan Sumbangan 3
o
A. Uang B
e T
©
No. Nama dan NPWP Pemberi Sumbangan Jumlah S
®©
(Rp.) g
©
=
4]
Saldo awal =
o]
- @
0
c
- S
Jumlah ©
@
o
B. Barang m
E
No. Nama dan NPWP Pemberi Sumbangan Jenis Barang Unit m
2
o
O
%
Hal: 4 Dari 5
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1L Penyaluran dan/atau Pengelolaan Sumbangan
A, Uang
No. Penerima Sumbangan Jumlah
(Rp.)
Jumlah
B. Barang
No. Penerima Sumbangan Jenis Barang Unit

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

Kepastian Hukum perlakuan ..
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 93/PMK.03/2006 TANGGAL 13 OKTOBER 2006
TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA

BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

a.

Mengingat :

1.

bahwa bencana alam berupa gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di
pesisir pantai selatan pulau Jawa tanggal 17 Juli 2006, merupakan bencana yang menimbulkan
korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memeriukan dana yang sanhgat besar

serta penanganan yang sangat cepat;
bahwa dalam rangka menangani bencana tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian seluruh

masyarakat Khususnya para pengusaha dan Waijib Pajak lainnya sebagai wujud kebersamaan dan
persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para korban bencana alam

dimaksud;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah
sehingga sumbangan yang diberikan oleh Waijib Pajak dalam rangka bantuan _Am_,:m::m_mm_m

dimaksud dapat dibiayakan; )
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b,-dan ¢ perle

P

‘menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuagy

Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagial
Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa; 5

Magdalena

Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakaf®
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negar®
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengab
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); c

©
Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara xmuc_u_%
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263}
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran memmm

>

Republik Indonesia Nomor 3985); E

peraturan Pemerintah nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajek

dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Hsao:mmﬁm

Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055); 2
X
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4, Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERT KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN
KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN

PULAU JAWA.

Pasal 1

(1) Sumbangan yang diberikan oleh Waijib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam
gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang
terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau

jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan.

(2) Rincian wilayah-wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai
selatan pulau Jawa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan

Menteri Keuangan ini.
Pasal 2
Ketentuan yang diperiukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

I, 2008

peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

_ -}
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. %
©

: @
Ditetapkandi Jakarta ©
pada fanggal  : 13 Oktober 2006 AMn%
=

[

MENTERI KEUANGAN 2
ttd B

SRI MULYANI INDRAWATI

| Kepastian Hukum perlakuan ..
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
93/PMK.03/2006  TENTANG PERLAKUAN  PAJAK
PENGHASILAN ~ ATAS  BANTUAN KEMANUSIAAN
BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI
JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI
PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN WILAYAH-WILAYAH YANG TERKENA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Yogyakarta 1. Umbulharjo

2. Kotagede

3. Gondokusurman
4. Danurejan

5. Jetis

6. Tegalrejo

7. Wirobrajan

8. Gedongtengen
9. Pakualaman
10. Mergangsan
11. Mantrijeron

12. Gondomanan

., Isabella Magdalena, FISIP Ul, 2008

13. Ngampilan
14, Kraton

Kepastian Hukum perlakdan ..
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